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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam meyakini bahwa Allah SWT menciptakan jin dan manusia
hanya untuk beribadah kepada-Nya, beribadah dalam artian mengabdikan secara
keseluruhan baik sikap hidup dan kehidupan pribadi sebagai anggota
masyarakat. dalam mengatur ibadah tersgbut Allah mengatur tentang tata
caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang ditentukan cara, waktu dan
tempatnya seperti : shalat, puasa, haji maupun ibadah secara umum berupa
pengabdian kepada-Nya melalui pengabdian untuk kepentingan masyarakat atau
sesama manusia.

Pelaksanaan ibadah itu dipraktekkan melalui pengabdian keseluruhan diri
manusia serta segala apa yang dimilikinya. Bentuk ibadah itu dapat melalui
pengabdian berupa badan seperti shalat dan puasa. Dapat pula berupa
pengorbanan harta seperti zakat, Sadagah dan wakaf. di tengah-tengah
kehidupan masyarakat muslim maupun non muslim, kata wakaf nampaknya
sudah banyak dikenal, bahkan bisa dikatakan mendarah daging. hal ini seiring
dengan manfaat dari wakaf yang begitu besar, baik ketika dia masih hidup

maupun ketika dia sudah meninggal dunia.



Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa Sadagah Jariyah
merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya
meskipun orang tersebut sudah men inggal dunia. Dari Hadis nabi inilah banyak
sekali orang Islam yang mempunyai kekuatan finansial ataupun memiliki
kelebihan harta yang berbondong-bondong untuk menyisihkan harta mereka
untuk beramal dan mensadaqahkan harta mereka. Pengertian lain dari Sadagah
Jariyah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama’ figih adalah wakaf.
Alasan lain yang menyebabkan orang-orang ingin memberikan hartanya untuk
wakaf adalah Karena wakaf merupakan salah satu diantara amal kebajikan yang

manfaatnya lama dan mampu dikembangkan oleh khalayak umum.

Banyak sekali para pakar hukum Islam yang menjelaskan tentang arti dari
wakaf itu sendiri, seperti halnya yang termuat dalam kompilasi hukum Islam di
Indonesia karangan Abdurrahman yang menjelaskan bahwa wakaf adalah
perbuatan hukum sescorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainya.? Dalam Undang-
Undang (UU) RI. Nomor 41 Pasal 1 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan,

bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

! Mundzir Qahaf, Managemen Wakaf Produktif; Terjamah (Dar Al-Fikr, Damaskus, Syiria,
2000), ix.

2Abdm’rahman, Kompilasi Hukum Isiam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika
Presindo, 2004), 165.



memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dangan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kescjahteraan umum atau
syari’ah.?

Sekalipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dan eksplisit dalam al-
Qur’an, namun secara umum ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan

kepada anjuran untuk mengeluarkan wakaf. Sebagaimana firman Allah :
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Artinya: “Kamu sckali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yvang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, Dan
apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah lebih
mengetahui’. (QS. Ali Imran : 92 )

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut
ajaran Islam. Hampir seluruh amalan manusia terhenti atau putus pahalanya
ketika anak adam itu meninggal dunia. Akan tetapi pahala wakaf akan tetap
mengalir dan pahalanya akan tetap diterima oleh wakif meskipun ia sudah tidak

lagi hidup di dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi

Muhammad SAW :

3 Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Kasindo Utama, 2010), 161.
! Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, ( Surabaya : Mckar, 2004), 77.



Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:
“Apabila anak adam (inanusia) meninggal dunis, maka putuslah
segala amal perbuatanya, kecuali tiga hal: sadaqah jariyah
(wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang
mendoakan orang tuanya. (H.R Muslim).”

Dalam proses pelaksanaan wakaf di berbagai negara tidak bisa
dipisahkan dengan yang namanya Mazhab, karena ajaran mazhablah
masyarakat di seluruh penjuru dunia bisa mengetahui tentang seluk beluk,
arti juga tata cara pelaksanaan wakaf yang kesemuanya didasarkan kepada
aturan Islam. Sejak dan setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat
Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham yang dianut, yaitu faham
Syafi’iyah dan adat istiadat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. §
Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik,
masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan
keagamaan, seperti menggunakan kebiasaan hukum perwakafan tanah dengan
cara lisan atas dasar saling percaya terhadap seseorang atau lembaga tertentu,
kebiasaan memandang wakaf sebagai salah satu amalan ibadah yang

mengandung unsur mulia dihadirat Allah SWT tanpa harus melalui prosedur

> Tbn Hajr al-Asqalani, Bulugul Maram, (Surabaya : Dar al ‘Iimu, 2007), 191.



administratif. Atau juga melakukan prosedur yang sah sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam syara’ meskipun pemberian harta tersebut tidak
tercatat atau tanpa alat bukti yang outentik tentang terjadinya wakaf
tersebut, sedangkan sertifikat tanahnya masih dikuasai oleh ahli waris
pewakaf, ketika tanah wakaf tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang
cukup lama mereka beranggapan bahwa harta wakaf dianggap milik Allah

6
semata.

Cara-cara yang dilakukan masyarakat seperti di atas, pada awalnya
semasa orang yang mewakafkan tanah masih hidup tidak menimbulkan
masalah, akan tetapi setelah orang yang mewakafkan tanah tersebut
meninggal dunia, maka akan timbullah permasalahan yang semakin rumit
dikarenakan tidak adanya suatu kejelasan mengenai keadaan dan status serta
pencntuan tanah yang sebenarnya.

Di kalangan masyarakat banyak sekali terjadi harta wakaf yang
menjadi obyek perselisihan yang salah satunya disebabkan bahwa tanah
tersebut masih bersifat hak milik perorangan, sedangkan wakif telah
meninggal dunia begitupun juga ahli warisnya ataupun bisa juga ahli warinya

tidak mengetahui tentang tanah yang diwakafkan tersebut.

S Arkamin, Agalis hukum Islam terhadap putusan pengadilan PA Nganjuk tentang sengketa
wakal didesa Pubkerap kecamatan Rejoso, (Surabaya: Skipsi pada fakultas syari’ah, 2005), 4.



Jika kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 41 pasal 225 tahun
2004 tentang perwakafan, pada dasarnya akan ditemukan beberapa aspek
yang menyangkut tentang perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda

wakaf diantaranya :

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat
dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud
dalam ikrar wakaf.

2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan
berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan dan camat setempat
dengan alasan
a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di ikrarkan

oleh wakif
b. Karena kepentingan umum.’
Adanya permasalahan wakaf yang terjadi di Jemur Ngawinan tersebut
memang bermula dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan
yang ada di Ibukota metropolitan ini (Surabaya) dengan membangun jalan

poros tengah (Frontage Road Ahmad Yani) yang membentang mulai depan

7 Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Kasindo Utama, 2010), 269.



RSAL. DR. Ramelan sampai Waru Sidoarjo, tepatnya di depan terminal

Purabaya.

Dalam proses pembangunan jalan poros tengah atau yang biasa
disebut dengan Fronfage Road Ahmad Yani sudah bisa dipastikan tidak
semudah yang diharapkan, mengingat pembangunan ini dilakukan di tengah
perkotaan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota yakni
pembangunan tersebut melewati dusun Jemur Ngawinan yang mana tepat
disamping jalan raya Ahmad Yani terdapat sebuah langgar wakaf yang sudah
berdiri sejak seratus dua puluh tahun yang lalu sebelum bangsa ini merdeka.

Keinginan Pemerintah kota Surabaya untuk menanggulangi
kemacetan di tengah-tengah pemukiman penduduk sudah seharusnya
disclesaikan secepatnya. Bersamaan dengan pembangunan tersebut,
pemerintah kota Surabaya juga memberikan solusi dalam menghadapi
berbagai macam problem yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut.
Salah satunya dengan melakukan upaya peralihan, tukar guling serta ganti
rugi terhadap bangunan yang terkena proyek pembangunan tersebut. Tidak
terkecuali peralihan fungsi tanah langgar Al-Qodir yang berada dalam
tengah-tengah pembangunan Frontage Road Ahmad Yani yang sejak awal
diwakafkan untuk di bangun Langgar atau tempat ibadah.

Berdasarkan fakta yang ada, bahwasanya pemerintah kota Surabaya

dalam proses pembangunan Frontage Road Ahmad Yani yang pada



kenyataannya melewati langgar Al-Qodir mengambil tindakan cepat yakni
dengan melakukan tukar guling berupa tukar guling tanah wakaf langgar
terscbut dengan sebidang tanah yang tidak jauh dari lokasi langgar Al-Qodir,
dengan luas tanah yang lebih besar beserta bangunan dan biaya-nya
ditanggung oleh pemerintah kota Surabaya.

Bertitik tolak dari pemasalahan diatas, maka untuk mengetahui lebih
lanjut tentang hukum perwakafan penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah
mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nazhir dalam Tukar
Guling Tanah Wakaf Langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan Menjadi
Frontage Road Ahmad Yani. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana
hukum Islam dan kebijakan pemerintah kota Surabaya terhadap tukar guling

wakaf tersebut, perlu diadakan penelitian dan analisa yang lebih lanjut.

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan gambaran diatas dapat difahami bahwa masalah yang akan
diteliti adalah:
a. Deskripsi tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur
Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad Yani.
b. Faktor-faktor terjadinya tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di

Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad Y ani.



¢. Solusi peralihan tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan
menjadi Frontage Road Ahmad Y ani.

d. Metode istimbat hukum Islam yang dipakai dalam menentukan hukum
dari peralihan tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan
menjadi Frontage Road Ahmad Yani.

¢. Bagaimana aspek hukum Islam dalam memandang peralihan tanah wakaf
langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad
Yani

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada :

a. Deskripsi tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur
Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad Yani.

b. Prosedur Penyelesaian Tukar guling Tanah Wakaf Langgar Al-Qodir di
Jemur Ngawinan Menjadi Frontage Road Ahmad Yani.

¢. Analisis hukum Islam terhadap Tukar guling Tanah Wakaf Langgar Al-

Qodir di Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad Yani

C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Putusan Nazhir dalam Tukar guling Tanah Wakaf Langgar Al-

Qodir di Jemur Ngawinan Menjadi Frontage Road Ahmad Yani ?
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2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Nazhir dalam Tukar
Guling Tanah Wakaf Langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi
Frontage Road Ahmad Yani ?

D. KAJIAN PUSTAKA

| Kajian pustaka disini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini dan seberapa banyak pakar yang
membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca
skripsi saudari Husnul Khotimah (2005) yang berjudul Tinjavan Hukum Islam
Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-
Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya), Skripsi ini
membahas tentang bagaimana deskripsi tukar guling tanah wakaf studi kasus di
Yayasan Masjid Al-Anshor kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya,
dan bagaimana tinjauan hukum Islam tcrhadap tukar guling tanah wakaf studi
kasus di Yayasan tersebut.

Hasil penclitian menyimpulkan bahwa tukar guling dilakukan dengan
cara menukar tanah wakaf yang terletak cukup jauh dengan masjid seluas 92.640
m2 dengan tanah yang lokasinya menyatu dengan masjid seluas 30.000 m2.
ditambah uang senilai Rp. 800.000.000,00,- dengan alasan akan memperoleh
manfaat yang lebih besar bila letak tanah tersebut menyatu dengan lokasi masjid

dan tanah wakaf masjid tersebut sudah tidaka produktif atau sudah tidak seperti
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tujuan awal diwakafkan dan menurut hukum Islam bahwa tukar guling itu tidak
bertentangan khususnya jika berpijak pada pendapatnya para ulama’ seperti
Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyyah, Hanafiah, sebagian dari
golongan Syafi’iyah dan Malikiyah dan ketentuan perundang-undangan yang
dimuat dalam PP. No 28 tahun 1977 pasal 11 dan peraturan menteri Agama No.
1 tahun 1978 pasal 13 yang berisi bahwa pe rubahan status tanah wakaf dapat
diizinkan apabila diberi pengganti yang sekurang-kurangnya senilai dan sesuai
dengan kegunaan seperti yang tercantum dalam ikrar wakaf.

Penulis juga pernah membaca skripsi saudara Muhammad Agus Muslim
(2009) yang berjudul Tukar Guling Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa
Andongsari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan (Prespektif Hukum Islam).
Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan wakaf produktif kebun
apel di desa Andongsari kecamatan Tutur kabupaten Pasuruan dan bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap tukar guling wakaf Produktif kebun apel di desa
Andongsari kecamatan Tutur kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif
kebun apel di desa Andongsari kecamatan Tutur kabupaten Pasuruan terhadap
serangkaian aktivitas dan menjalankan wakaf yaitu kemitraan dan pendanaan
yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap yang mengelolah

wakaf kebun apel, menurut Islam pelaksanaan wakaf prosuktif kebun apel di desa
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Andongsari kecamatan Tutur kabupaten Pasuruan adalah sah karena telah
memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam.

Dari deskripsi singkat mengenai penelitian yang akan dikaji dari judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nazhirdalam Tukar guling Langgar
Wakaf’ Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad Yani” ini
sudah tentu penulis harus menghindari pengulangan atau duplikasi karya yang
telah ada. Sebab, jika dilihat dari lokasi penelitian belum ada peneliti yang
membahas Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nazhirdalam Tukar guling
Langgar Wakaf Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad
Yani.

Menganalisa lebih jauh tentang peralihan fungsi tanah wakaf yang
sifatnya justru membawa kemaslahatan lebih banyak, maka hal demikian sah-sah
saja ketika diimplementasikan, apalagi dalam praktiknya pihak-pihak yang
menuntut untuk peralihan fungsi wakaf tersebut bersedia mengganti dengan

ganti yang sepadan.

. TUJUAN PENELITIAN

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujannya, maka

penulis menyebutkan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:
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1. Mengetahui dengan jelas tentang putusan nazhir dalam tukar guling tanah
wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad

Yani.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan nazhir dalam tukar
guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi Frontage

Road Ahmad Y ani.

F. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi
sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya
dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya berkaitan
dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai peralihan perwakafan
yang acap kali diwarnai beberapa permaslahan, entah disebabkan oleh tidak
cukupnya bukti perwakafan maupun dikarenakan karena permasalahan hukum
islam, seperti halnya ketidak bolehan dalam peralihan perwakafan. Padahal
jika kita pelajari secara scksama dalam hukum islam juga amanah perundang-
undangan, bahwa peralihan tanah wakaf berupa tukar guling itu dibenarkan

selama lahan nilai tukarnya minimal sama dengan nilai obyek yang ditukar.
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Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa
Fakultas Syari’ah terutama yang berkaitan dengan pembahasan peralihan
fungsi yang dalam praktiknya menggunakan prosedur tukar guling demi

terjaganya serta terciptanya amanah wakif

G. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian yang berjudul analisis

hukum Islam terhadap putusan nazhir dalam tukar guling tanah wakaf langgar

Al-Qodir di Jemur Ngawinan Menjadi Frontage Road Ahmad Yani. Perlu

dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut :

1.

Tukar guling : Merubah atau menambah peruntukan wakaf dari ketentuan
awal yang ditentukan oleh wakif (dalam hal ini bisa di syaratkan bahwa
tukar guling ini dilandasi karena pemerintah akan melakukan pembenahan
dan perbaikan tata ruang kota yang lebih baik, salah satu cara yang
dilakukan adalah dengan membuat Frontage Road Ahmad Yani, dalam
perjalannanya proses pembangunan Fronfage Road Ahmad Yani tersebut
lernyata melewati salah satu langgar wakaf yang berada di Jemur Ngawinan,
sebagai upaya ganti ruginya maka pemerintah kota menukar guling tanah

wakaf tersebut dengan tanah milik ibu Purwati yang di beli oleh PT. H.
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Isma’il Nakhu, dari tanah wakaf dengan luas 529 M2 menjadi 750 M2
beserta bangunannya).

Wakaf : “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap
utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta
dimanfaatkan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama,™®

Nazhir. orang atau badan yang memegang amanah untuk memelihara dan
mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut’.
Hukum Islam : hukum yang diambil dari al-Qur’an, hadits , berupa figih,
KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau peraturan hukum yang diambil dari

pendapat Imam mazhab mengenai wakaf.

H. METODE PENELITIAN

1.

2.

Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Yang
dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan
dalam kehidupan sebenarnya.'’
Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kelurahan Jemur Ngawinan Surabaya

® Faishol Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana

Indah, 1993), 2.

? Departemen Agama RI, Pola Pembinaan Lembaga Wakal (Nazr). (Jakarta : Depag RI

2004), 11.

' Mardalis, Metode Penclitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
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Data yang dikumpulkan,
a. Data tentang sejarah perwakafan langgar Al-Qodir Jemur Ngawinan
b. Data tentang kondisi obyek wakaf.
c. Data tentang prosedur penyelesaian tukar guling tanah wakaf langgar
Al-Qodir di Jemur Ngawinan Menjadi Frontage Road Ahmad Yani.
Sumber data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder.
a. Sumber data primer merupakan sumber data utama. Dalam penelitian
" ini, hasil dari wawancara responden yang dilakukan oleh peneliti.
Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari :
1) Nazhir dan pengurus langgar wakaf Al-Qodir.
2) Tokoh masyarakat dan tokoh Agama Jemur Ngawinan.
3) Kepala KUA Wonocolo.
4) Pejabat pemerintah kota Surabaya yang terlibat dalam
pembangunan Frontage Road Ahmad Yani.
b. Sumber data sekunder adalah data pendukung terhadap sumber data
primer. Seperti buku, kitab, undang-undang, peraturan pemerintah yang
membahas tentang wakaf, diantaranya adalah : Adapun sumber data

sekunder dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9
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Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi
Pertama, Jakarta Akademika Presindo, 2004,

Acmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Fra Wakaf
Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umum,
Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan
Terjemahnya, Surabaya, Mekar, 2004.

Direktorat pengembangan zakat dan wakaf. 2005, Fikih Wakaf
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Fikih
Wakaf. 2005.

Faishol Haq,Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Pasuruan,
PT. Garoeda Buana Indah, 1993.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Kasindo Utama, 2010,
Mardalis, Metode Penclitian, Jakarta, BUMI AKSARA, 1995.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
dengan menggunakan dua cara, yaitu :

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode dengan mewancarai dan
bertanya secara langsung tentang informasi penelitian kepada
narasumber maupun informan.

b. Dokumenter (Reading Text)

Adapun yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data
dengan metode dokumenter adalah dengan melakukan dokumentasi
tentang obyek penelitian, dan juga mengumpulkan data-data dari
dokumen-dokumen subyek penelitian yang terkait.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan
metode wawancara dan dokumter, maka dalam menganalisa data penelitian
tersebut penulis menggunakan pendekatan pola pikir Diskriptif dan pola

pikir Deduktif.

1) Metode Diskriptif analisa yaitu menggambarkan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau benda yang diselidiki.
Data tersebut meliputi tentang proses perwakafan, peralihan fungsi
wakaf dan solusi yang dilakukan pihak Pemkot dalam mengalihkan

wakaf langgar Al-Qodir menjadi Frontage Road Ahmad Yani.
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2) Metode Deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta
atau peristiwa yang bersifat khusus yaitu tentang pelaksanaan wakaf
dan peralihan fungsi wakaf langgar Al-Qodir menjadi Frontage Road
Ahmad Yani di Jemur Ngawinan Surabaya, yang kemudian penulis
mengemukakan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum Islam

tentang wakaf secara umum.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pokok kajian
sebagai berikut :
Bab I : Terdiri dari pendahuluan, memuat tentang uraian latar belakang,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, difinisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas landasan tentang teori tentang wakaf menurut hukum
Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam rukun dan syarat,
kewajiban dan hak nazhir, kedudukan dan perubahan harta wakaf yang meliputi
pendapat yang memperbolehkan dan melarang tentang perubahan harta wagaf.

Bab Il : Memaparkan hasil penelitian tentang tukar guling tanah wakaf
langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan Menjadi Frontage Road Ahmad Yani
Surabaya yang meliputi : gambaran umum langgar wakaf Al-Qodir (sejarah,

letak geografis, nazhir, pengurus/ ta’mir ), putusan nazhir dalam tukar guling
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tanah wakaf langgar Al-Qodir menjadi Frontage Road Ahmad Yani, (deskripsi
proses tukar guling, pemahaman nazhir dalam tukar guling, dasar-dasar
pertimbangan nazhir dalam tukar guling, potensi lahan pengganti dalam tukar
guling).

Bab IV : Memuat analisa data penelitian mengenai (analisis hukum Islam
terhadap putusan nazhir dalam tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir di
Jemur Ngawinan menjadi Frontage Road Ahmad Yani). Yang meliputi :
Analisis tukar guling tanah wakaf langar Al-Qodir berdasarkan syarat dan rukun
perwakafan. Analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan nazhir dalam
tukar guling tanah wakaf langgar Al-Qodir.

Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



